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KEPALA DESA SUDAJAYAGIRANG
KECAMATAN SUKABUMI KABUPATEN SUKABUMI

PERATURAN DESA SUDAJAYAGIRANG 
KECAMATAN SUKABUMI KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR  :   1   TAHUN 2021

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA SUDAJAYAGIRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUDAJAYAGIRANG


Menimbang



:	a.



bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;


b. bahwa untuk sinergitas tata kerja dalam Pemerintah Desa, perlu dibuat Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Sudajayagirang;

	Mengingat
	:  1.   Undang-Undang  Nomor
	14  Tahun
	1950,
	tentang

	
	Pembentukan   Daerah-Daerah   Kabupaten   Dalam

	
	Lingkungan
	Provinsi
	Djawa
	Barat
	(Berita
	Negara

	
	RepublikIndonesiatanggal8Agustus1950),

	
	sebagaimana telah  diubah
	dengan
	Undang-Undang

	
	Nomor   4   Tahun   1968   tentang
	Pembentukan

	
	Kabupaten
	Purwakarta
	dan
	Kabupaten
	Subang

	
	dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
	Tahun

	
	1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten



Dalam  Lingkungan	Provinsi  Djawa  Barat  (Lembaran

Negara  Republik	Indonesia  Tahun  1968  Nomor  31,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

2. [bookmark: page2]Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	PERATURAN DESA TENTANG LEMBAGA    	KEMASYARAKATAN DESA SUDAJAYAGIRANG

[bookmark: page3]BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:


1. Desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

5. Pembangunan Desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat;

6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas disepakati bersama BPD;

7. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa;
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah wadah partisifasi, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa;
9. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah Organisasi Kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan Pembangunan;
10. Karang Taruna adalah Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial;
11. Rukun Warga (RW) adalah Lembaga Masyarakat yang dibenuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga (RT) di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan Pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Desa;
12. Rukun Tetangga (RT) adalah Pembagian wilayah di bawah Rukun Warga (RW) dan bukan masuk dalam pembagian administrasi Pemerintah, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yanag ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
13. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah Lembaga independen yang mewadahi para Alim Ulama, Zuama, dan Cendikiawan islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat islam di Indonesia.
14. Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari dan untuk masyarakat yang di bantu oleh petugas kesehatan;
15. Desa Siaga adalah Desa yang penduduknya memiliki kesiapan Sumber  Daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan kegawat daruratan, kesehatan secara mandiri;
16. Gotong royong adalah kegiatan kerja sama masyarakat dalam berbagai bidang kegiatan pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.
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Bagian Kedua

Lembaga Kemasyarakatan Desa
Pembentukan dan Jenis LKD

Pasal 2

(1) LKD dibentuk berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan aspirasi masyarakat;
(2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
a. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
b. Berkedudukan di Desa Sudajayagirang dan terletak secara administratif kependudukan sebagai penduduk Desa Sudajayagirang;
c. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Desa Sudajayagirang;
d. Bermanfaat bagi masyarakat Desa sudajayagirang;
e. Memiliki Kepengurusan yang tetap;
f. Memiliki Sekretariat yang bersifat tetap;
g. Mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan Organisasi; dan
h. Tidak berafiliasi kepada partai politik dan golongan tertentu.


Pasal 3

Jenis LKD

(1) Jenis LKD meliputi:
a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
c. Karang Taruna;
d. Rukun Warga (RW);
e. Rukun Tetangga (RT);
f. Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU);
g. Majelis Ulama Indonesia (MUI); dan
h. Desa Siaga.
(1) 
(2) Pemerintah Desa dan masyarakat dapat membentuk LKD selain sebagaimana di maksud pada ayat (1), sesuai perkembangan dan kebutuhan;
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.


Pasal 4

(1) Tujuan pembentukan LKD meliputi :



a. Berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa untuk meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat;
b. Membantu dan mendayagunakan masyarakat dalam proses kegiatan pembangunan Desa;
c. Menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
d. Membantu dan menampung proses penyampaian aspirasi masyarakat; dan
e. membantu dan menyampaikan segala bentuk informasi kepada masyarakat.


(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LKD, diatur dalam Peraturan Kepala Desa Sudajayagirang.


[bookmark: page5]Tugas dan Fungsi LKD

Pasal 5

(1) LKD bertugas :

a. Berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat;

b. Ikut serta dalam meningkatkan pelayanan masyarakat.

(2) Menggali dan mempasilitasi segala bentuk program dan kegiatan di masyarakat dan mengusulkan program dan kegiatan tersebut kepada Pemerintah Desa.


Pasal 6

Fungsi

LKD memiliki fungsi:

a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

b. Memelihara dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;

c. Ikut serta dalam menyusun Rencana Pembangunan, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara parsipasif;
d. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi swadaya serta gotong royong masyarakat;


Bagian Ketiga
Keanggotaan dan Susunan Kepengurusan LKD


Pasal 7

(1) Keanggotaan LKD menganut system Stelsel Pasif artinya seluruh anggota LKD adalah masyarakat secara umum dalam lingkungan Desa;
(2) Anggota LKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, politik dan agama.


Pasal 8

(1) Pengurus LKD terdiri atas:

a. Ketua;

b. Sekretaris;

c. Bendahara; dan

d. Bidang sesuai kebutuhan.

(2) Masa bhakti Pengurus LKD 5 (Lima) Tahun terhitung sejak tanggal di tetapkan;

(3) Pengurus LKD dapat menjabat paling banyak 2 (Dua) kali masa jabatan secara berturut turut, kecuali ditunjuk atau di usung oleh masyarakat berdasarkan Musyawarah mufakat, dengan dibuat berita acara penunjukan dan dilampiri daftar hadir kesepakan, yang diketahui atau di setujui oleh tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang mempunyai kewenangan di wilayah setempat.
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Bagian keempat
Hak dan Kewajiban Pengurus LKD

Pasal 9

Hak LKD

LKD Berhak :


a. Mengajukan usul dan pendapat;

b. Mengajukan pertanyaan;
c. Memilih dan di pilih;

d. Mendapat biaya operasional yang bersumber dari APBDes;

e. Biaya operasional di gunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas LKD; dan

f. Memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis untuk menunjang tugas dan fungsi LKD.


Pasal 10

Kewajiban LKD

LKD Berkewajiban :
a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan dan persatuan yang ada di wilayah Desa Sudajayagirang;
b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berazaskan musyawarah mufakat;
c. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok,dan atau golongan;
d. Menghormati nilai sosial budaya,norma agama,dan adat istiadat dalam masyarakat; dan
e. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Lembaga Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya.
[bookmark: page8]

Bagian Kelima
Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 11

(1) Pengurus LKD dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga masyarakat Desa (Perwakilan di ambil dari Perwakilan Tokoh Masyarakat);

(2) Kepengurusan LKD dipilih dalam musyawarah warga dan di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;dan
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan LKD di atur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.


Pasal 12

Pemberhentian dan Penggantian Kepengurusan


(1) [bookmark: _Hlk36643971]Pengurus LKD berhenti karena :
a. Meninggal Dunia;
b. Mengundurkan diri; dan
c. Di berhentikan.
(1) Pengurus LKD di berhentikan sebagaimana di maksud pada ayat (1) 
huruf c, apabila :
a. Berakhir masa jabatan;
b. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus LKD;
c. tidak melaksanakan kewajiban;
d. Melanggar kode etik LKD Rumusannya dibuat bersama;
e. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 5 (Lima) tahun atau lebih;
f. Pindah alamat atau bertempat tinggal di luar wilayah Desa Sudajayagirang; dan
g. Rangkap jabatan dengan LKD lainnya.
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Pasal 13

(1) Penggantian Pengurus LKD dilaksanakan apabila sisa masa jabatan pengurus LKD yang digantikan kurang dari 6 (Enam) bulan;
(2) Penggantian pengurus LKD, berdasarkan musyawarah mufakat yang dilaksanakan oleh dan dari warga masyarakat;
(3) Masa jabatan pengurus LKD yang di gantikan, dan di hitung 1 (Satu) Periode.


Bagian Keenam
Sumber Dana

Pasal 14

(1) Keuangan LKD diperoleh dari :
a. Bantuan Pemerintah;
b. Bantuan pihak ke tiga dan usaha-usaha lainnya yang sah dan sifatnya tidak mengikat.
(2) Pengelolaan keuangan dimaksud dalam ayat (1) di bukukan secara tertib dan di laporkan kepada Pemerintah Desa.

Bagian Ketujuh

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 15

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah, yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD sebagai mitra Pemerintah Desa;
(2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD sebagai mitra Pemerintah Desa.


Bagian Kedelapan


Pasal 16


Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang sudah dibentuk sebelum ditetapkan Peraturan Desa ini, tetap di akui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini.


Pasal 17

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Sudajayagirang.

	
	    Ditetapkan di : Sudajayagirang
    pada tanggal  :  7 Januari 2021

KEPALA DESA SUDAJAYAGIRANG




EDI JUARSAH



	    Ditetapkan di : Sudajayagirang
    pada tanggal  : 7 Januari 2021

SEKRETARIS




DEDE
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